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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

BerdasarkanUndang-UndangDaruratRepublik Indonesia Nomor. 12

Tahun 1951 tentangMengubah

"OrdonnantietijdelijkeBijzondereStrafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17)

danUndang-UndangRepublik Indonesia Dahulu No 8 Tahun

1948tentangsenjata.yang dimaksudsenjatatajamadalahsenjatapenikam,

senjatapenusuk, dansenjatapemukultidaktermasukbarang-barang yang nyata-

nyatadimasukkanuntukdipergunakangunapertanian, atauuntukpekerjaan-

pekerjaanrumahtanggaatauuntukkepentinganmelakukandengansahpekerjaanat

au yang nyata-

nyatamempunyaitujuansebagaibarangpusakaataubarangkunoataubarangajaib

(merkwaardigheid).

Senjatatajamadalahalat yang

ditajamkanuntukdigunakanlansunguntukmelukaitubuhlawan.1Apapun yang

dapatdigunakanuntukmerusak (bahkanpsikologidantubuhmanusia)

dapatdikatakansenjatatajam. Seperti yang dikatakandiatasjenis-

jenissenjatatajamyaitu:Badik, keris, tombak, celurit, kapak, parang, pedang,

busurdan samurai atau katana.

Penggunaansenjatatajamsesuaidenganperuntukannnya,

karenapenyalahgunaannyadapatdigunakanuntukmelukai,

membunuhataumenghancurkansuatubenda,

1Wiki, 2015, Senjata,http://id.wikipedia.org/wiki/2015-
senjatadiaksespadahariKamisTanggal 16 Mei, Pukul 21:00 WIB
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danjugadapatdigunakanuntukmenyerangmaupununtukmempertahandiri,

untukitukepemilikanataumembawasenjata
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tajamperlupengawasan yang khususdariaparatpenegakhukum.

BerdasarkanUndang-UndangRepublik IndonesiaNomor 2 Tahun 2002

tentangKepolisian Negara Republik Indonesia padapenjelasanPasal 15 ayat

(2) huruf e menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia

berwenangmemberikanizindanmelakukanpengawasansenjataapi,

bahanpeledakdansenjatatajam”

Penyalahgunaansenjatatajam yang dapatdigunakanuntukmembunuh,

untukmelukai,

menghancurkansuatubendadanbahkanmerusakpsikologimanusia.

Makakepemilikanataumembawasenjatatajamtanpahakdikenakansanksiatauanc

amanhukumanpidanasebagaimana yang diaturdalamPasal 2 ayat (1) dan (2)

Undang-undangDaruratRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

tentangMengubah (STBL. 1948 Nomor 17) danUndang-UndangRepublik

Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948tentangsenjata. yangberbunyi:

(1) Barangsiapa yang tanpahakmemasukkanke Indonesia, membuat,
menerima, mencobamemperolehnya,
menyerahkanataumencobamenyerahkan, menguasai, membawa,
mempunyaipersediaanpadanyaataumempunyaidalammiliknya,
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakanataumengeluarkandari Indonesia
sesuatusenjatapemukul, senjatapenikam, atausenjatapenusuk (slag-,
steek-, of stootwapen), dihukumdenganhukumanpenjarasetinggi-
tingginyasepuluhtahun

(2) Dalampengertiansenjatapemukul,
senjatapenikamatausenjatapenusukdalampasalini,
tidaktermasukbarang-barang yang nyata-
nyatadimaksudkanuntukdipergunakangunapertanian,
atauuntukpekerjaan-
pekerjaanrumahtanggaatauuntukkepentinganmelakukandengansyahpe
kerjaanatau yang nyata-
nyatamempunyaitujuansebagaibarangpusakaataubarangkunoataubara
ngajaib (merkwaardigheid)
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Dalamperkaraputusan (Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg)

denganterdakwa RS yangkejadianpadawaktuitubertempat di

sebuahWarungJalanKampungsebelahdepan Hotel d’Oxville,

KelurahanBerokNipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra

Barat. KasusinidilakukanpadahariRabutanggal 4 April 2018 sekira jam 22.00

WIB. Dalamhalinikasus yang

dilakukanyaitupadasaatdilakukanpengeledahankepadaterdakwaditemukan 1

(satu) buahpisaudenganpanjangsekira 18 cm

ganggangkayudansarungdarikayuwarnakuningdaridalamsakucelanasebelahka

nanterdakwa. Kemudiandalam proses

peradilanterdakwadijatuhkanhukumanpidanaselama 1 (satu) tahunpenjara.

Berdasarkanlatarbelakangtersebut,

makapenulistertarikuntukmenuliskaryailmiahdalambentuk proposal yang

berjudul:“PertanggungjawabanPidanaterhadapPelakuTindakPidanaTan

paHakMembawaSenjataTajam (StudiPerkaraPutusanNomor:

393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg)”

B. RumusanMasalah

Berdasarkanuraianlatarbelakangtersebut,

makapenulismerumuskanpermasalahansebagaiberikut, yaitu:

1. Bagaimanakahpertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidanatan

pahakmembawasenjatatajamdalamputusanNomor.

393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg ?
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2. Bagaimanakahpertimbangan hakim

dalammenjatuhkanpidanakepadapelakutindakpidanatanpahakmembawase

njatatajamdalamputusanNomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg ?

C. TujuanPenelitian

Adapuntujuanpenelitiansebagaiberikut:

1. Untukmengetahuipertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidana

tanpahakmembawasenjatatajampadaperkaraputusanNomor.

393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg

2. Untukmengetahuipertimbangan hakim

dalammenjatuhkanhukumankepadapelakutindakpidanatanpahakmembaw

asenjatatajampadaputusanNomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg

D. MetodePenelitian

1. JenisPenelitian

Jenispenelitian yang digunakanadalahpenelitianhukumnormatif.

Penelitianhukumnormatifataupenelitiankepustakaaninimerupakanpenelitia

ndengancaramenelitibahanpustaka, yaknimenggunakanberbagai data

sekundersepertiperaturanperundang-undangan, keputusanpengadilan,

teorihukum, dandapatberupapendapatparasarjana.2Penelitian yang

dilakukanolehpenulislebihmenekankankepadapendekatankeputusanpengad

ilandanperaturanperundang-undangan yang bersangkutanmengenaikasus

yang ditangani.

2. Sumber Data

2Bambang Sunggono,1996, MetodologiPenelitianHukum, PT Raja GrafindoPersada,
Jakarta, hlm 12.
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Dalampenelitianinisumber data yang digunakanadalah data

sekunder. Data sekunderyaitu, data yang

diperolehatauberasaldaribahankepustakaan yang termasukdalam data

sekunderyaitu:3

a. Bahanhukum primer

Bahanhukum primer yaitubahanhukum yang mengikat yang membuat

orang taatdanmematuhinya, sepertiundang-undangdanputusan hakim

yang terdiridari:

1) Undang-UndangDarurat RI Nomor 12 Tahun 1951

tentangMengubah"OrdonnantietijdelijkeBijzondereStrafbepalingen

" (STBL. 1948 Nomor 17) danUndang-UndangRepublik Indonesia

DahuluNomor 8 Tahun 1948

2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentangKepolisian Negara Republik Indonesia

3) PutusanNomor. 393/Pid.Sus/2018/PN. Pdg

b. BahanHukumSekunder

Bahanhukumsekunderyaitusemuapublikasitentanghukum yang

merupakandokumen yang tidakresmi, publikasitersebutterdiridaribuku-

bukuteks yang

membicarakansuatudan/ataubeberapapermasalahanhukum, kamus-

kamus, jurnal-jurnalhukumdanputusan hakim,

3Ibid, hlm 33
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publikasitersebutmerupakanpetunjukataupenjelasanmengenaibahanhuk

um primer danbahanhukumsekunder yang berasaldarikamushukum,

ensiklopedia, jurnalhukum, suratkabar, dansebagainya.4

c. BahanHukumTersier

Bahanhukumtersieryaitubahan yang

memberikanpetunjukmaupunpenjelasanterhadapbahanhukum primer

dansekundersepertikamushukum, ensiklopedia, danindekskomulatif.5

3. TeknikPengumpulan Data

Teknikpengumpulan data yang

digunakandalampenelitianiniadalahstudidokumen,

studidokumenadalahteknikpengumpulan data

dengancaramempelajaribahankepustakaanatauliteratur-literatur yang ada,

terdiridariperundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku,

jurnalhukum, kamushukum yang berkaitandenganmasalah yang

akanditeliti.6Bahandanliteratur yang dipakaiberkaitandengankasushukum

yang sedangpenulisanalisa.

4. Analisis Data

Setelah data yang

diolahkemudiandianalisisdenganmenggunakancaraanalisiskualitatif, yang

4Zainuddin Ali, 2009, MetodePenelitianHukum, SinarGrafika, Jakarta, hlm 54
5SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, 2012, PenelitianHukumNormatif, Raja

GrafindoPersada, Jakarta, hlm 14
6Media Sosial, 2014, StudiDokumen, http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/ studi-

dokumen-kajian-dokumen.html, diaksespadahariSenintanggal 13 Mei, Pukul 19.58 WIB
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maksudnyaadalahanalisis data yang

dilakukandenganmenjabarkansecararincikenyataanataukeadaanatassuatuob

jekdalambentukkalimatgunamemberikangambaranlebihjelasterhadapperma

salahan yang diajukansehinggamemudahkanuntukditarikkesimpulan.7

7BambangSunggono, LocCit
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